
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.644, 2013 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM. 
Pengawasan. Pecalonan. Anggota DPR. DPD. 
DPRD. Tata Cara.   

 

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM                          
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 6 TAHUN 2013 

TENTANG 
TATA CARA PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a. bahwa untuk menegakkan integritas penyelenggara, 
penyelenggaraan dan hasil pemilihan umum, maka 
Pengawasan Pemilu harus dilakukan dengan 
profesionalitas, berintegritas, independen, 
imparsialitas, dan berkredibilitas; 

b. bahwa salah satu tugas dan wewenang Pengawas 
Pemilu adalah mengawasi tahapan pencalonan 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 61 ayat (1) Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-
Undang Nomor  8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 
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Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan Pasal 73 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) 
huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 
2011 tentang Penyelenggara Pemilu maka 
diperlukan peraturan pengawasan tahapan 
pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; 

c. bahwa Bawaslu memiliki kewenangan untuk 
menetapkan Peraturan Bawaslu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara 
Pemilu; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf  b, dan huruf c 
perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas 
Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pengawasan 
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran 2Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 No. 117, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5316); 

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 
2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Umum 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
1080); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 
2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah Provinsi dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
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405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 7 tahun 2013 tentang Pencalonan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 541); 

5. Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2013 tentang 
Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 406); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 
TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENCALONAN 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN 
PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN/KOTA. 

BAB 1 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan 
Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

6. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu 
yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu 
untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil 
Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, 
bupati, dan walikota secara demokratis. 

7. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga 
Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang 
bertugas melaksanakan Pemilu. 

8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, 
adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di 
provinsi. 

9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU 
Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas 
melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. 

10. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah 
panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan 
Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain. 

11. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia 
yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu 
di tingkat desa atau nama lain/kelurahan. 

12. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah 
lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi 
penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

13. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu 
Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas 
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. 

14. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat 
Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh 
Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di 
wilayah kabupaten/kota. 
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15. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu 
Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu 
Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di 
wilayah kecamatan atau nama lain. 

16. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh 
Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan 
Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan. 

17. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh 
Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar 
negeri. 

18. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu 
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, 
dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. 

19. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD 
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Perseorangan untuk Pemilu 
Anggota DPD.  

20. Verifikasi Kelengkapan Administasi bakal calon Anggota DPR, DPRD 
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah verifikasi/penelitian 
terhadap kelengkapan dokumen administrasi pengajuan calon, 
ketentuan paling sedikit keterwakilan perempuan, dan persyaratan 
administrasi bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota.  

21. Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan 
keabsahan dokumen persyaratan perseorangan menjadi peserta 
Pemilu Anggota DPD, dan dokumen persyaratan bakal calon Anggota 
DPD yang bersifat formil. 

22. Verifikasi Faktual adalah pemeriksaan dan pencocokan kebenaran 
dokumen dukungan pemilih dengan nama, usia, dan alamat serta 
pernyataan pemilih mengenai dukungannya kepada perseorangan 
bakal calon peserta Pemilu Anggota DPD yang bersifat materiil. 

23. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, 
dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

24. Pencegahan Pelanggaran adalah tindakan, langkah-langkah, upaya 
mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu 
integritas proses dan hasil Pemilu. 

Pasal 2 
Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan tahapan pencalonan  
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota 
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